
 

 

 

 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 58 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah  

Nomor 7 tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. 

Nomor 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

827); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 

2013 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 

Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah 

Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9); 

 

 

 



 

 

 

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  

Tahun 2011 Nomor 13); 

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 tahun 2012 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2012 Nomor 78); 

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 

2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 56); 

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 57); 

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 

2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 58); 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN  ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH  TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

 
Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.1.216.102.749.617,01  
b. Dana Perimbangan Rp.   957.561.850.914,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang  Rp.   409.392.162.993,00  
sah 

Jumlah Realisasi Pendapatan  Rp. 2.583.056.763.524,01 
 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung               
1) Belanja Pegawai   Rp.  491.077.276.246,00 

2) Belanja Bunga         Rp.                         0,00 
3) Belanja Subsidi     Rp.         0,00 

4) Belanja Hibah         Rp.  437.147.781.000,00 
5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.    12.509.468.500,00 

6) Belanja Bagi Hasil  Rp.  376.702.290.858,78 
7) Belanja Bantuan Keuangan     Rp.  123.025.480.362,00 

8) Belanja Tak Terduga     Rp.            0,00 

 
  Rp.1.440.462.296.966,78 

b. Belanja  Langsung               
 1)  Belanja Pegawai          Rp.  143.754.843.434,00 

 2)  Belanja Barang dan Jasa  Rp. 556.030.440.778,57 
 3)  Belanja Modal Rp. 369.395.794.039,00 

   

   Rp. 1.069.181.078.251,57 

 

 

 



Jumlah Realisasi Belanja Rp.2.509.643.375.218,35 

Surplus/Defisit  Rp.     73.413.388.305,66 

3. Pembiayaan

1) Penerimaan    Rp.   403.200.658.867,84 

2) Pengeluaran    Rp.  94.593.950.276,00 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.  308.606.708.591,84 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Tahun Anggaran Berkenaan Rp.   382.020.096.897,50 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 dirinci  lebih 

lanjut  ke dalam  Penjabaran  Laporan  Realisasi  Anggaran. 

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 tercantum 

dalam  Lampiran  II  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

   Ditetapkan di Yogyakarta 

   pada tanggal 23 Juli  2014 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 23 Juli 2014 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  TAHUN  2014  NOMOR 58 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
 NIP. 19640714 199102 1 001 


